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EFEKTIVITAS PEMANFAATAN DANA DESA DI DESA LOMPAD KECAMATAN 
RANOYAPO KABUPATEN MINAHASA SELATAN 
 
Oleh: 




Pemanfaatan Dana Desa seringkali membuka peluang konflik antara pemerintah desa 
dengan masyarakat. Penelitian ini akan mengkaji efektifitas  dari pemanfaatan Dana Desa di 
Desa Lompad Kecamatan Ranoyapo Kabupaten Minahasa Selatan. Dengan menggunakan metode 
kualitatif efektifitas akan dikaji dengan menggunakan pendekatan yang dikemukakan oleh S.P. 
Siagian (2008) tentang indicator efektifitas dapat dilihar dari: Perencanaan, pelaksanaan dan 
pertanggungjawaban. Temuan penelitian menggambarkan dari sisi perencanaan pemanfaatan 
Dana desa dalam meningkatkan pembangunan Di Desa Lompad cukup efektif dimana dilakukan 
dengan melihat proses musrembang desa untuk membahas rencana kegiatan penggunaan 
anggaran dana desa serta bagaimana proses pengelolaan dana desa, dimana dalam tahapan 
perencanaan ini di ukur dengan jumlah pihak yang berpartisipasi masyarakat dalam proses 
musrembang desa. Dari tahapan pelaksanaan pemanfaatan Dana Desa ini, dari setiap 
pembangunan desa yang dilakukan dapat terselesaikan dengan baik sehingga pencapaian tujuan 
pemanfaatan Dana Desa yang dilakukan di Desa Lompad lumayan cukup efektif. Dan dari sisi 
pertanggungjawaban sudah cukup efektif, dimana penyusunan Laporan Pertanggungjawaban 
(LPJ) yang disusun oleh Pemeintah Desa Lompad dengan baik dan rinci, dan sesaui dengan dana 
desa yang terima dan kelola desa Lompad. 
 




The use of Village Funds often opens up opportunities for conflict between the village 
government and the community. This study will examine the effectiveness of the use of Village 
Funds in Lompad Village, Ranoyapo District, South Minahasa Regency. By using qualitative 
methods the effectiveness will be studied using the approach proposed by S.P. Siagian (2008) on 
indicators of effectiveness can be drawn from: Planning, implementation and accountability. The 
research findings illustrate that in terms of planning the use of village funds in increasing 
development in Lompad Village, it is quite effective, which is carried out by looking at the village 
development planning process to discuss plans for village funds budget use and how the village 
fund management process is, where in this planning stage the number of parties involved 
community participation in the village development planning process. From this stage of 
implementing the utilization of Village Funds, every village development carried out can be 
completed properly so that the achievement of the objectives of the Village Fund utilization carried 
out in Lompad Village is quite effective. And in terms of accountability, it has been quite effective, 
where the Accountability Report (LPJ) prepared by the Lompad Village Government is good and 
detailed, and in accordance with the village funds received and managed by the Lompad village. 
 





Pembangunan merupakan suatu perubahan yang disengaja atau disadari untuk 
mencapai suatu arah yang positif bagi anggota masyarakat secara keseluruhan. Arah positif yang 
disengaja atau disadari yang dimaksud adalah peningkatan kesejahteraan serta pemanfaatan 
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bagi masyarakat. Dalam konteks ini, kesejahteraan sosial sebagai suatu institusi atau bidang 
kegiatan yang melibatkan aktivitas terorganisir yang diselenggarakan baik oleh lembaga-
lembaga pemerintah maupun swasta yang bertujuan untuk mencegah, mengatasi atau 
memberikan kontribusi terhadap pemecahan masalah sosial, dan peningkatan kualitas hidup 
individu, kelompok dan masyarakat. Selain itu, pembangunan juga diartikan sebagai suatu 
proses yang berdimensi jamak, mencakup perubahan orientasi dan organisasi dari sistem sosial, 
ekonomi, politik, dan budaya. Hal ini mengindikasikan bahwa pembangunan selalu berorientasi 
pada kebutuhan masyarakat.  
Pembangunan masyarakat diartikan sebagai kegiatan yang terencana untuk 
menciptakan kondisi bagi kemajuan sosial ekonomi masyarakat, dengan meningkatkan 
partisipasi masyarakat. Hal ini dapat diartikan bahwa pembangunan masyarakat adalah 
percampuran antara pembangunan sosial ekonomi masyarakat dan pengorganisasian 
masyarakat. Serta dalam pembangunan infrastrukutur yang ada Di Desa Lompad tentu sangat 
bermanfaat bagi masyarakat untuk memperlancar keseharian warga sendiri. 
Program-program dalam pembangunan masyarakat yang disusun harus memenuhi 
kebutuhan masyarakat. Adapun perencanaan yang menyusun program-program pembangunan 
atau yang membangun kegiatan usahanya pada suatu daerah harus dilakukan analisis 
kebutuhan masyarakat. Dalam melakukan analisis, kebutuhan harus benar-benar dapat 
memenuhi kebutuhan yang memang dibutuhkan oleh masyarakat banyak, bukan hanya 
keinginan beberapa orang baik tokoh masyarakat maupun kepala desa yang mempunyai 
kewenangan menentukan keputusan. Pembangunan masyarakat mengandung upaya untuk 
meningkatkan partisipasi dan rasa memiliki terhadap program yang dilaksanakan, dan harus 
mengandung unsur pemberdayaan masyarakat. Pembangunan masyarakat harusnya 
menerapkan prinsip-prinsip :  
a. Transparansi (keterbukaan);  
b. Partisipasi;  
c. Dapat dinikmati masyarakat;  
d. Dapat dipertanggungjawabkan (akuntabilitas);  
e. Berkelanjutan (sustainable). 
Oleh sebab itu, dalam rangka mewujudkan pembangunan masyarakat dan juga 
komitmen pemerintah dalam memandirikan desa, maka pada tahun 2014 diselenggarakan 
program yang bernama Alokasi Dana Desa. Alokasi tersebut diatur dalam Peraturan Pemerintah 
Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan 
Belanja Negara.  
Dengan alokasi dana desa yang besar, tentunya  pembangunan di desa semakin baik 
bermanfaat dan mensejahterakan masyarakat desa dengan pemanfaatan dana alokasi secara 
maksimal melalui pengelolaan yang baik, bijaksana, transparan dan akuntabel. Pada tahun 2018, 
beberapa program kegiatan telah direalisasikan oleh pemerintah Desa Lompad dengan 
melibatkan partisipasi masyarakat di dalamnya ada  pembangunannya infastruktur Desa yang 
bermanfaat bagi masyarakat dalam kehidupan keseharian masyarakat desa Lompad sendiri. 
 Adapun program pembangunan Pada tahun 2018 diperuntukan dalam pembuatan ; - 
Drainase Jaga II dengan volume 169 m, - Drainase jaga III dengan volume13 m, - Drainase jaga IV 
(a) dengan volume 127 m & Drainase jaga IV (b) dengan volume 70 m ,- Drainase jaga V dengan 
volume 130 m. Adapun pembangunan ; - Rabat beton jalan dijaga II dengan volume 87 m, - Rabat 
beton jalan jaga II - jaga III  360 , - Penimbunan Jalan dijaga V dengan volume 310 m3. 
 Adapun juga pembuatan ; - Talud pada Jaga III dengan volume 42,53 m,   - Talud Jaga V 
282,75 m, - Talud Jaga IV 7,38 m. Dan dengan Jumlah anggaran seluruhnya pada Tahun 2018 
berjumlah Rp. 713.116.000 ( tujuh ratus tiga belas juta seratus sebelas enam belas ribu rupiah ). 
Dengan adanya anggaran dana desa ini tentu dimanfaatkan secara efektif oleh Kepala Desa dan 
perangkat desa karena masyarakat desa lompad juga dapat merasakan manfaatnya dan 
menikmati kenyamanannya. 
Pada Tahun 2019 jumlah Dana Desa yang didapat Di Desa Lompad berjumlah Rp. 
810.311.00 ( delapan ratus juta sepuluh ribu tiga ratus sebelas ribu rupiah ) dan diperuntukkan 
untuk ; - Honor guru Paud ( Pendidikan Anak Usia Dini) Sub. Bidang Pendidikan,  - Insentif Kader 
Kesehatan (Sub. Bidang Kesehatan), - Perbaikan lantai jembatan gantung, - Rabat beton jalan 
jaga II dengan volume 127m. - Rabat beton jalan setapak jaga IV dengan volume 19 m, - 
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Pengerasan jalan kebun dengan volume 199 m,  Drainase Jaga IV dengan volume 71 m, -Drainase 
Jaga V (a) dengan volume 150 m Jaga V (b) dengan volume    200 m, - Drainase Jaga I (a) direhap 
dengan volume 108 m & Drainase Jaga I (b) 7 m, - Drainase jaga III dengan volume 41 m, - 
Gorong-gorong dengan panjang 5 m, - Talud Jaga IV (a) dengan volume 244 m & Talud Jaga IV 
(b) dengan volume 75,50 m, - Talud Jaga III dengan volume 81 m, dan lainya untuk 
pemberdayaan.  
Hal ini dibuktikan dengan partisipasi masyarakat dalam musyawarah  desa dalam 
rangka membahas pemanfaatan serta pembangunan dana desa serta yang progresif, efektif dan 
tentunya bermanfaat bagi masyarakat. Selain itu, masyarakat juga tidak hanya diajak untuk 
merencanakan pembangunan desa, akan tetapi juga dalam hal pelaksanaannya serta manfaatnya 
penting bagi kehidupan sehari-hari masyarakat, juga dalam hal perawatan juga. Dalam konteks 
ini, masyarakat menjadi subjek utama dalam pemanfaatan infrastruktur Desa serta juga 
perencanaan pembangunan infrastruktur desa. Dari kegiatan tersebut, masyarakat juga akan 
mendapatkan pekerjaan yang dapat digunakan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari jika 
adanya pembangunan serta perawatan. Serta masalah yang peneliti dapat dalam Efektivitas 
Pemanfaatan Dana Desa Di Desa Lompad ialah masalah waktu yang belum efisien dalam 
pembangunan tersebut dikarenakan waktu yang ditentukan dalam penyelesaian pembangunan 
infrastruktur Desa Melewati batas yang ditentukan, dikarena adanya Kedukaan maka 
pengerjaan pembangunan diberhentikan sementara waktu. Karena apa yang dimaksud diatas 
sudah merupakan adat dari masyarakat Desa sendiri. Masalah lainnya ialah kendala dalam 
pembangunan infrastruktur Desa ada pada masyarakat sendiri karena ada beberapa warga 
masyarakat yang tidak mau memberikan sedikit lahan mereka untuk pelebaran jalan paving dan 
pembangunan tersebut belum terlaksana dan terealisasi sampai sekarang. Dan untuk sekarang 
Pemerintah Desa dan Perangkat Desa masih mencari solusi untuk pelimpahan Anggaran Dana 
Desa tersebut. Dengan adanya pembangunan infrastruktur desa ini juga memberikan pekerjaan 
untuk warga masyarakat di Desa Lompad sendiri.  
Masyarakat yang sumber pencariannya dari bidang pertanian juga merasakan 
manfaatnya karna akses jalan dari desa dan kebun sudah bagus untuk mengeluarkan hasil 
pertanian masyarakat desa lompad sendiri.  Melalui permasalahan di atas, peneliti tertarik 
untuk mengangkat penelitian mengenai Efektivitas pemanfaatan Dana Desa di Desa Lompad. Hal 
ini dilakukan untuk mengkaji lebih dalam terkait program pemanfaatan dana desa untuk 
meningkatkan kesejahteraan, kesadaran masyarakat dalam hal menjaga bersama infrastruktur 
yang ada di desa lompad.  
Oleh sebab itu, peneliti melakukan riset dengan mengambil judul “Efektivitas 
Pemanfaatan Dana Desa Di Desa Lompad Kecamatan Ranoiapo Kabupaten Minahasa Selatan.  
Pemanfaatan pembangunan infrastruktur di desa, seperti: Drainase, Rabat beton jalan, 
penimbunan jalan, gorong-gorong, pengerasan jalan kebun, perbaikan lantai jembatan gantung, 
honor guru paud dan insentif kader kesehatan. Prioritas pemanfaatan infrastuktur desa 
meliputi: (1) pengembangan kapasitas dan pendampingan aparatur pemerintah desa dan 
kelembagaan pemerintahan secara berkelanjutan, (2) pemenuhan standar pelayanan minimum 
desa sesuai dengan geografisnya, (3) penanggulangan kemiskinan dan pengembangan usaha 
ekonomi masyarakat desa, (4) pembangunan sumber daya manusia, peningkatan keberdayaan, 
dan pembentukan modal sosial budaya masyarakat desa, (5) pengelolaan sumber daya alam dan 
lingkungan hidup berkelanjutan, (6) pengembangan ekonomi kawasan pedesaan untuk 
mendorong keterkaitan desa-kota. Dalam rangka pemenuhan prioritas pembangunan tersebut, 
pemerintah pusat membuat kebijakan dana desa.   
Berdasarkan ketentuan ini desa diberi pengertian sebagai kesatuan masyarakat hukum 
yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan 
masyarakat setempat berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan 
dihormati dalam sistem pemeritahan negara kesatuan republik indonesia. Pelaksanaan otonomi 
daerah guna terwujudnya kemandirian daerah yang bertumpuh pada pemberdayaan potensi 
lokal.  Meskipun titik berat otonomi diletakkan pada tingkat Kabupaten/Kota, namun secara 
esensi sebenarnya  kemandirian tersebut harus dipakai dari level  pemerintah tingkat paling 
bawah yaitu pemerintahan desa.  Menurut Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa 
disebut bahwa, Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya 
disebut Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang 
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untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat 
berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul dan / atau hak tradisional yang diakui dan 
dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.  
Pengertian desa secara politik dipahami sebagai organisasi pemerintahan yang memiliki 
kewenangan tertentu dan masih dalam struktur organisme dalam wilayah pemerintahan negara. 
Ringkasnya, desa sebagai suatu kesatuan masyarakat hukum yang berkuasa menyelenggarakan 
pemerintahannya sendiri ( Maschab, 2013:2). 
Pada temuan peneliti pra-penelitian menunjukkan bahwa jumlah pembangunan 
infrastruktur di Desa Lompad meningkat setiap tahunnya, fungsi dan kegunaannya sangat 
berguna bagi masyarakat desa sendiri misanyal, mendapatkan honor guru paud yang ada 
dibidang pendidikan, mendapatkan insentif bagi kader yang dibidang kesehatan, pengerasan 
jalan kebun dan perbaikan lantai jembatan gantung berguna dan memperlancar akses jalan bagi 
masyarakat yang berprofesi sebagai petani karena didesa lompad sebagian besar masyarakat 
adalah petani,  pembuatan dan perbaikan drainase, talud dan gorong-gorong. Jika model 
pembangunan seperti itu, maka pembangunan tersebut memiliki perubahan yang signifikan 
terhadap kemajuan desa. Salah satu contoh mengingat kebanyakan mata pencaharian 
masyarakat bersumber dari pertanian, tentu para petani sangat terbantu dengan infrastruktur 
jalan ke kebun yang baik untuk kemudahan dalam mengeluarkan hasil pertanian ke rumah 
mereka atau untuk dijual. Melalui permasalahan di atas, peneliti tertarik untuk mengangkat 
penelitian mengenai pembangunan desa. Hal ini dilakukan untuk mengkaji lebih dalam terkait 
program pemanfaatan dana desa untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Oleh sebab 
itu, peneliti melakukan riset dengan mengambil judul “Efektivitas Pemanfaatan Dana Desa  Di 
Desa Lompad Kecamatan Ranoiapo Kabupaten Minahasa Selatan.  
Menurut Soetardjo Kartodikusumo (2015:7) , Desa adalah suatu kesatuan hukum dimana 
bertempat tinggal suatu masyarakat yang berkuasa mengadakan pemerintahan sendiri. 
Sedangkan menurut Sarnayati Nurmaharim (2015:89), desa merupakan wilayah yang duhuni 
oleh masyarakat yang memiliki sistem pemerintahan sendiri. 
Paul H. Landis (2015:67)  memberikan definisi desa lebih lengkap dengan ciri-ciri  yang 
melekat pada masyarakat.Meurut Paul, desa memiliki 3 ciri yakni sebagai berikut: 
1. Mempunyai pergaulan hidup yang saling kenal mengenal antar ribuan jiwa. 
2. Ada pertalian perasaan yang sama tentang kesukuan terhadap kebiasaan. 
3. Cara berusaha (ekonomi) adalah agraris yang paling umum yang sangat di pengaruhi 
alam sekitar seperti iklim,keadaan alam,kekayaan alam, sedangkan pekerjaan yang 
bukan agraris adalah bersifat sambilan. 
Efektivitas pemanfaatan dapat mendukung pelaksanaan umum pemerintah desa 
Lompad, sehingga tujuan akhir dapat tercapai. Permasalahan dalam penelitian ini adalah , 
bagaimana efektivitas pemanfaatan  dana desa dalam pembangunan di Desa Lompad Kecamatan 
Ranoipao kabupaten minasaha selatan. Adapun tujuan dari penelitian ini adalah untuk 
menganalisis dan  mengetahui bagaimana Efektivitas pemanfaatan  dana desa dalam 
pembangunan di Desa Lompad Kecamatan Ranoipao kabupaten minasaha selatan. .  
Pemerintah Desa merupakan tumpuan atau ujung tombak dalam berbagai program 
kegiatan pemerintah dalam kaitannya sebagai organisasi pemerintahan daerah untuk 
melaksanakan tugas pemerintahan secara baik, maka perlu terlaksananya suatu sistem 
pemerintahan yang baik dan keberhasilan tersebut sangatlah ditentukan oleh aparatur 
pemerintah. Oleh sebab idealnya seluruh aparatur yang ada didalam pemerintahan adalah orang 
yang berkualitas, baik dalam suatu kriteria yang dibutuhkan dengan memenuhi syarat sesuai 
dengan bidang tugasnya, maupun motivasi, disiplin dan kejujurannya dalam pelaksanaan 
kerjanya guna mendorong partisipasi aktif  masyarakat dalam proses pembangunan desa maka 
aparatur pemerintah harus lebih mampu dan tanggap dalam memberikan kesempatan yang 
seluas-luasnya dalam memberikan pelayanan dibidangnya masing-masing. 
Peran pemerintah desa sangat berpengaruh terhadap kualitas pembangunan  didesa, 
Kepala Desa diembankan tugas untuk membina dan mengawasi pemerintah desa/kelurahan 
demi terciptanya suatu kerja sama yang baik masyarakat dan pemerintah desa untuk 
pembangunan desa yang maksimal. Dalam bidang pemerintahan aparat pemerintah desa 
diarahkan untuk menciptakan aparatur yang lebih efektif, efisien, bersih dan berwibawa serta 
mampu melaksanakan seluruh tugas umum pemerintah desa dengan dilandasi semangat dan 
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sikap pengabdian kepada masyarakat yang ada di desa Lompad. Efektivitas merupakan salah 
satu ukuran dari pelaksanaan pekerjaan (performance). Untuk mengukur efektivitas organisasi 
akan sangat tergantung dari bagaimana organisasi itu mencapai tujuannya, seperti yang 
dikatakan Edi (2007:13) menjelaskn bahwa efektivitas adalah suatu ukuran yang menyatakan 
seberapa jauh target (kuantitas, kualitas dan waktu) telah tercapai. 
Efektivitas pemanfaatan dapat mendukung pelaksanaan umum pemerintah desa 
Lompad, sehingga tujuan akhir dapat tercapai. Permasalahan dalam penelitian ini adalah , 
bagaimana efektivitas pemanfaatan  dana desa dalam pembangunan di Desa Lompad Kecamatan 
Ranoipao kabupaten minasaha selatan. Adapun tujuan dari penelitian ini adalah untuk 
menganalisis dan  mengetahui bagaimana Efektivitas pemanfaatan  dana desa dalam 




A. Pengertian Efektivitas 
Kata efektivitas berasal dari bahasa inggris yaitu effective yang berarti berhasil atau 
sesuatu yang dilakukan berhasil dengan baik. Efektivitas merupakan unsur pokok untuk 
mencapai tujuan atau sasaran yang telah ditentukan didalam setiap organisasi, kegiatan  
ataupun program. Disebut efektif apabila tercapai tujuan ataupun sasaran seperti yang telah 
ditentukan. “Efektivitas adalah pengukuran dalam arti tercapainya tujuan yang telah ditentukan 
sebelumnya. Handayaningrat S. (2006:16). 
Edi (2007:13) menjelaskn bahwa efektivitas adalah suatu ukuran yang menyatakan 
seberapa jauh target (kuantitas, kualitas dan waktu) telah tercapai. 
Menurut Siagian (2008:32) Efektivitas adalah pemanfaatan sumber daya, sarana dan 
prasarana dalam jumlah tertentu yang secara sadar ditetapkan sebelumnya untuk menghasilkan 
sejumlah barang dan jasa kegiatan yang dijalankannya. Efektivitas menunjukkan keberhasilan 
dari segi tercapai tidaknya sasaran yang telah ditetapkan. 
Bannard dalam Prawirosentono (2008:27) yang mengatakan bahwa efektivitas adalah 
kondisi dinamis serangkaian proses pelaksanaan tugas dan fungsi pekerjaan sesuai dengan 
tujuan dan sarana kebijakan program yang telah ditetapkan, dengan definisi konseptual tersebut 
didapat dimensi kajian, yaitu dimensi efektivitas program. 
Steers (2010:59) mengatakan bahwa yang terbaik dalam meneliti efektivitas adalah 
memperhatikan secara serempak tiga buah konsep yang saling berkaitan, yaitu : optimalisasi 
tujuan-tujuan, persepektif sistem dan tekanan pada segi perilaku manusia dalam susunan 
organisasi. Cara seperti ini disebut ancangan saja, misalnya hanya dari segi tujuan. Ancangan 
optimalisasi tujuan-tujuan memungkinkan dikenali bermacam-macam tujuan, meski tampaknya 
sering saling bertentangan. Kaitannya dengan optimalisasi tujuan efektivitas itu dinilai menurut 
seberapa jauh susunan organisasi berhasil mencapai tujuan yang layak dicapai yang satu sama 
lain saling berkaitan. Penilaian terhadap efektivitas berupa pernyataan berdasarkan fakta 
tentang seberapa banyak tujuan program dapat dicapai, seberapa besar komponen-komponen 
program telah berfungsi dalam pencapaian tujuan. Efektivitas mempunyai arti yang berbeda-
beda bagi setiap orang, tergantung pada kerangka acuan yang dipakainya. Pengertian yang 
memadai mengenai tujuan efektivitas ataupun sasaran merupakan langkah pertama dalam 
pembahasan efektivitas, dimana hal ini sering kali berhubungan dengan tujuan yang ingin 
dicapai. 
Efektivitas merupakan suatu ukuran yang memberikan gambaran seberapa jauh target 
dapat tercapai. Pendapat tersebut menyatakan bahwa efektivitas merupakan suatu ukuran yang 
memberikan gambaran seberapa jauh target yang telah ditetapkan sebelumnya oleh lembaga 
atau organisasi dapat tercapai. Hal tersebut sangat penting perannya didalam setiap lembaga 
atau organisasi dan berguna untuk melihat perkembangan dan kemajuan yang dicapai oleh 
suatu lembaga atau organisasi itu sendiri. Setiap organisasi atau lembga didalam kegiatannya 
menginginkan adanya pencapaian tujuan. Tujuan dari suatu lembaga akan tercapai segala 
kegiatannya dengan berjalan efektif akan dapat dilaksanakan apabila didukung oleh faktor-
faktor pendukung efektivitas. (Makmur 2015:45). 
Adapun kriteria atau ukuran mengenai pencapaian tujuan efektif atau tidak, 
sebagaimana dikemukakan oleh S.P. Siagian (2008), yaitu: 
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1. Kejelasan tujuan 
2. Kejelasan startegi dalam mencapai tujuan 
3. Proses analisis dan perumusan kebijakanyang mantap 
4. Perencanaan yang matang 
5. Tersedianya sarana dan prasarana kerja 
6. Pelaksanaan yang efektif dan efisien 
7. pertanggungjawaban 
Berdasarkan beberapa pendapat diatas mengenai efektivitas, dapat disimpulkan bahwa 
efektivitas adalah suatu ukuran yang menyatakan seberapa jauh target (kuantitas,kualitas dan 
waktu) yang telah dicapai oleh manajemen, yang mana target tersebut sudah ditentukan terlebih 
dahulu. Upaya mengevaluasi jalannya suatu organisasi, dapat dilakukan melalui konsep 
efektivitas. Konsep ini adalah salah satu faktor untuk menentukan apakah perlu dilakukan 
perubahan secara signifikan terhadap bentuk dan manajemen organisasi atau tidak. Dalam hal 
ini efektivitas merupakan pencapaian tujuan organisasi melalui pemanfaatan sumber daya yang 
dimiliki secara efisien, ditinjau dari sisi masukan (input), proses, maupun keluaran (output). 
Dalam hal ini yang dimaksud sumber daya meliputi, ketersediaan personil, sarana dan prasarana 
serta metode dan model yang digunakan. Suatu kegiatan dikatakan efisien apabila dikerjakan 
dengan benar dan sesuai dengan prosedur sedangkan dikatakan efektif bila kegiatan tersebut 
dilaksanakan dengan benar dan memberikan hasil yang bermanfaat. Agung Kurniawan 
(2005:109). 
 
B. Pemanfaatan Dana Desa 
Pemanfaatan merupakan turunan dari kata ‘ Manfaat ‘yakni suatu penghadapan yang 
menunjukkan kegiatan menerima. Penghadapan tersebut pada umunya mengarah pada 
perolehan atau pemakaian yang hal-hal berguna baik dipergunakan secara langsung maupun 
tidak langsung agar dapat bermanfaat. Pengertian “pemanfaatan” menurut para ahli : 
1. Prof. Dr. J. S. Badudu ( 1996:89) dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), mengatakan 
bahwa pemanfaatan adalah hal, cara, hasil kerja dalam memanfaatkan sesuatu yang berguna. 
2. Dennis Mc Quail dan Sven ( 1987;17 ), yakni pemanfaatan merupakan harapan sama artinya 
dengan explore (penghadapan semata-mata menunjukkan suatu kegiatan menerima). Ada 
dua hal yang mendorong munculnya suatu pemanfaatan yaitu :   
a. Adanya oposisi terhadap deterministis tentang efek media massa. 
b. Adanya keinginan untuk lepas dari debat yang berkepanjangan tentang selera media 
massa. 
Pemanfaatan disini berarti menggunakan atau memakai suatu hal yang berguna yang 
dalam hal ini adalah menggunakan atau memakai brosur sebagai media dalam menyampaikan 
informasi kepada publiknya yakni pelanggan yang merupakan salah satu dari publik 
eksternalnya. 
Dari pemanfaatan brosur sebagai media dalam penyampaian informasi kepada publik, 
diharapkan dapat memberikan hasil berupa pengetahuan yang berguna bagi publik yang 
membacanya. Dalam rangka pemenuhan kebutuhan dasar, maka prioritas penggunaan Dana 
Desa yaitu : pengembangan pos-pos kesehatan masyarakat dan polindes, pengelolaan  dan 
pembinaan posyandu, pembinaan dan pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini. Penggunaan dana 
desa untuk prioritas penggunaan saran dan prasaran desa harus mendukung target 
pembangunan  sektor unggulan, yang tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah 
Nasional ( RPJMN ) 2015-2019 dan Rencana Kerja Pemerintah ( RKP ) setiap tahunnya yang 
diprioritaskan. 
Target yang diprioritaskan yaitu mendukung kedaulatan pangan, mendukung 
kedaulatan energi, mendukung pembangunan kemaritiman dan kelautan dan mendukung 
pariwisata dan industri.  Untuk sarana dan prasarana yang didasarkan pada kondisi dan potensi 
desa, yang sejalan dengan pencapaian target dalam RPJMN desa dan RKP desa setiap tahunnya, 
yang diantaranya meliputi: Dana Desa untuk pembangunan saran dan prasarana antara lain : 
pembangunan dan pemeliharaan drainase desa, pembangunan dan pemeliharaan talud desa, 
pembangunan dan pemeliharaan gorong-gorong desa, pembangunan dan pemeliharaan jalan 
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rabat beton dan rabat beton jalan setapak desa, perbaikan dan pemeliharaan  jembatan gantung 
yang ada di Desa, penunjang untuk bidang pendidikan dan kesehatan desa. 
Penggunaan Dana Desa juga harus diprioritaskan untuk pemberdayaan masyarakat Desa 
terutama untuk penanggulangan kemiskinan dan peningkatan akses atas sumber daya ekonomi. 
Penggunaan Dana Desa untuk pemberdayaan masyarakat harus mampu meningkatkan kualitas 
proses perencanaan Desa, mendukung kegiatan ekonomi baik yang dikembangkan oleh BUM 
Desa maupun oleh kelompok usaha masyarakat Desa lainnya, pembentukkan dan peningkatan 
kapasitas Kader Pemberdayaan Masyarakat Desa. 
Penggunaan Dana Desa harus mampu meningkatkan pengorganisasian melalui 
pembentukan dan fasilitasi paralegal untuk memberikan bantuan hukum kepada warga 
masyarakat desa, penyelenggaraan promosi kesehatan dan gerakan hidup bersih dan sehat, 
dukungan terhadap kegiatan desa dan masyarakat dan peningkatan kapasitas kelompok 
masyarakat. Dalam pemanfaatan dana desa untuk pembanguan infrastruktur dan 
pemberdayaan masyarakat harus mampu menerapkan prinsip-prinsip pembangunan desa, agar 
pembangunan yang dilakukan dapat dinikmati dan dimanfaatkan masyarakat desa dengan baik.  
 
C. Dana Desa 
Dana Desa adalah anggaran yang dikucurkan dari desa untuk pembangunan desa. Dana 
ini bersumber dari APBN atau Anggaran Pendapatan Belanja Desa. 
Pengertian Dana Desa yang diterima desa untuk pembangunan adalah dana yang 
dikucurkan bagi desa dari pusat untuk pembangunan di desa supaya tercipta desa yang lebih 
baik, lebih maju, terutama dalam meningkatkan perekonomian masyarakat desa karena dana 
desa bertujuan memberikan sarana atau prasaranan sehingga masyarakat desa bisa terbantu 
dalam meningkatkan perkonomiannya. 
 
METODE PENELITIAN 
  Penelitian ini menggunakan metode kualitatif (Moleong, 2017:29), penelitian kualitatif 
merupakan penelitian yang menggunakan latar alamiah, dengan maksud menafsirkan fenomena 
yang terjadi dan dilakukan dengan interpretasi ilmiah. Adapun yang menjadi fokus penelitian 
adalah melihat efektifitas pemanfaatan Dana Desa di Desa Lompad Kecamatan Ranoiapo 
Kabupaten Minahasa Selatan. efektifitas akan dilihat dan dikaji dari pendekatan yang 
dikemukakan oleh S.P. Siagian (2008) tentang indicator pengukuran efektifitas. Menurutnya 
untuk mengukur efektifitas dapat dilihat dari proses perencanaan, pelaksanaan dan 
pertanggungjawaban. Pengumpulan data dilakukan melalui wawancara, observasi, dan 
dokumentasi. Data yang diperoleh dianalisis dengan tahapan melakukan reduksi data, kemudian 




Pada bagian ini akan di uraikan hasil-hasil penelitian yang meliputi efektivitas 
pemanfaatan dana desa dalam pembangunan di Desa Lompad Kecamatan Ranoyapo. Penelitian 
ini betujuan untuk mengetahui dan menggambarkan sejauh mana pemanfaatan dana yang ada di 
desa lompad dan efektiv tidaknya hasil pembangunan dari dana desa yang ada di desa lompad 
kecamatan ranoyapo dengan melakukan studi pada pemerintah desa lompad serta masyarakat 
yang terkait dengan masalah tersebut. Dalam proses pengumpulan data pada peneltian ini, 
selain melalui studi kepustakaan peneliti juga melakukan observasi dan interview (wawancara) 
kepada beberapa informan. Interview (wawancara) yang dilakukan kepada informan dilakukan 
agar Peneliti mendapatkan informasi yang valid mengenai persoalan yang di teliti dari informan 
yang memiliki kompetensi dalam pemanfaatan dana desa tersebut. 
 
A. Efektifitas Dilihat Dari Perencanaan  
Perencanaan pembangunan pedesaan sangat penting dilakukan guna mendapatkan hasil 
yang efektif, dalam perencanaan pembangunan tersebut tentunya harus melalui Musrenbangdes 
yang berdasarkan kondisi lingkungan dan potensi wilayah, dimana lingkungan alam merupakan 
pendukung dasar dari semua system yang ada. Peran infrastruktur di pedesaan merupakan 
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mediator antara sistem ekonomi dan sosial dalam tatanan kehidupan manusia dengan 
lingkungan alam menjadi sangat penting. 
Perencanaan dalam pembangunan diartikan sebagai suatu proses atau tahapan 
pengarahan kegiatan pembangunan di suatu wilayah tertentu yang melibatkan interaksi antar 
sumber daya manusia dengan sumber daya lain. Oleh karena itu efektifnya proses pembangunan 
tentunya harus memiliki perencanaan yang matang. Hal tersebut seperti yang di ungkapkan oleh 
kepala Desa Lompad, Bpk Y.S yang mengatakan ; 
“Efektif tidaknya hasil dari pembangunan di desa lompad tentunya di awali dengan perencanaan. 
Jika perencanaannya dirancang dengan baik maka hasilnya pasti akan maksimal. Dan jika 
perencanaannya tidak dilakukan dengan baik tentunya hasil yang di capai tidak akan semaksimal 
dengan yang direncanakan dengan baik. Berbicara mengenai efektif tidaknya pemanfaatan dana 
desa yang di kelola pemerintah desa lompad dalam pembangunan di desa, tentunya kami selaku 
pemerintah desa berupaya untuk terus selalu melakukan yang terbaik untuk kemajuan desa, 
dimana dalam perencanaan pembangunan yang menggunakan dana desa kami pemerintah desa 
mengundang masyarakat untuk bersama-sama dengan pemerintah desa dalam membahas apa 
saja yang akan kami prioritaskan dalam penggunaan dana desa ini agar kedepan masyarakatlah 
yang menikmati hasil dari pemanfaatan dana desa ini” 
Dalam proses perencanaan penggunaan dana desa yang ada di Desa Lompad pernyataan 
dari kepala desa senada dengan yang di ungkapkan oleh salah satu aparat desa yakni Ibu N.P 
Dimana beliau mengatakan ; 
“Yah tentunya agar penggunaan dana desa ini bisa efektif maka diperlukan perencanaan dalam 
pemanfaatannya. Hal-hal yang kami lakukan dalam proses pemanfaatan dana desa ini salah 
satunya yaitu dengan mengadakan Musrenbangdes yang dimana dalam musrenbangdes ini kami 
bersama masyarakat desa merencanakan dan menyusun hal-hal apa yang perlu dan 
pembangunan apa yang akan dilakukan agar bisa bermanfaat bagi seluruh masyarakat di Desa 
Lompad”. 
Perencanaan dalam pembangunan pada dasarnya sangat menentukan hasil yang akan di 
capai dalam pembangunan. Dengan adanya perencanaan dalam pemanfaaatan Dana desa 
tentunya sangat membantu masyarakat terlebih khusus pemerintah desa guna menunjang 
pembangunan yang ada di desa lompad. Dalam perencanaan pemanfaatan dana desa guna 
menunjang pembangunan tentunya musrenbangdes sangat diperlukan supaya perencanaan 
pembangunan yang ada akan terarah dan sesuai keinginan bersama. Hal tersebut di ungkapkan 
oleh sekretaris desa Lompad yakni B. S yang mengatakan ; 
“Untuk mendapatkan hasil yang baik dalam pemanfaatan dana desa maka kami sebagai 
pemerintah desa tentunya mengundang masyarakat lewat musrenbangdes, yang dimana hal itu 
dilakukan agar perencanaan bisa dilakukan bersama dengan masyarakat. Akan tetapi dalam 
musrenbangdes tersebut masih banyak masyarakat yang enggan ikut atau tidak hadir padahal 
sudah di undang lewat pengeras suara dan di undang lewat surat yang telah di edarkan oleh 
kepala-kepala lingkungan yang ada”. 
Hal tersebut senada dengan yang di tambahkan oleh kepala desa dimana beliau juga 
mengatakan ; 
“Memang dalam perencanaan tersebut yang dilakukan lewat musrenbangdes masih banyak 
masyarakat yang tidak hadir dalam musyawarah tersebut, banyak alasan yang mereka berikan 
ketika tidak mengikuti musyawarah, sehingga ketika pelaksanaan pembangunan ada beberapa 
masyarakat yang tidak terlalu puas dengan hasil dari perencanaan yang ada”. 
Berdasarkan hal tersebut dari hasil penelitian menunjukan bahwa tahapan perencanaan 
pemanfaatan Dana desa dalam meningkatkan pembangunan Di Desa Lompad cukup efektif 
dimana dilakukan dengan melihat proses musrembang desa untuk membahas rencana kegiatan 
penggunaan anggaran dana desa serta bagaimana proses pengelolaan dana desa, dimana dalam 
tahapan perencanaan ini di ukur dengan jumlah pihak yang berpartisipasi masyarakat dalam 
proses musrembang desa. Meskipun Masyarakat yang ikut berpastisipasi masih belum banyak 
yang ikut dalam kegiatan musrembang, hanya beberapa masyarakat saja yang ikut serta dalam 
musrembang desa, masyarakat biasanya sibuk memikirkan aktifitas kerjanya, sehingga 
masyarakat menganggap semua urusan pemerintahan desa merupakan urusan para aparatur 
desa. Oleh karena itu sebaiknya masyarakat ikut serta dalam pertencanaan pembangunan dan 
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pengelolaan dana desa untuk sama sama mengawasi proses pemanfaatan dana desa guna 
menunjang pembangunan desa yang bersumber dari dana desa ini. 
 
B. Efektifitas Dilihat Dari Pelaksanaan 
Pelaksanaan pembangunan dengan memanfaatkan dana desa dapat dilakukan oleh 
pemerintah atau melibatkan masyarakat desa. Mengenai hal tersebut pelaksanaan 
pembangunan yang telah direncanakan oleh pemerintah desa lompad beserta masyarakat dari 
penelitian yang dilakukan oleh peneliti sudah dilaksanakan dengan baik. Hal itu juga di katakana 
oleh kepala desa lompad melalui wawancara dimana beliau mengatakan ; 
“Dalam tahapan pelaksanaan pemanfaatan penggunaan dana desa pemerintah desa Lompad 
telah melakukan dengan sebaik mungkin dan telah terlaksana dengan baik. Hil ini dapat dilihat 
dengan pembangunan-pembangunan fisik yang ada di desa lompad yang telah selesai dikerjakan”. 
Pernyataan dari kepala desa tersebut senada juga dengan apa yang di ungkapkan oleh 
sekretaris desa, dimana beliau mengatakan ; 
“Mengenai tahapan pelaksanaan sudah dijalankan dengan baik, itu bisa kita lihat bersama 
pembangunan yang telah selesai dibangun, begitu juga dengan pembangunan tersebut berawal 
dari perencanaan bersama dengan masyarakat melalui musrenbangdes sehingga dalam 
pelaksanaannya pembangunan infrastruktur yang ada di tahun 2019 meningkat”. 
Berdasarkan hal tersebut tahapan pelaksanaan pemanfaatan dana desa dalam 
pembangunan tentunya sangat menentukan hasil akhir dari tahapan awal yakni perencanaan, 
pelaksanaan pembangunan yang di kerjakan melalui perencanaan yang matang pastinya akan 
menimbukan hasil yang efektif.  Dari hasil wawancara dengan masyarakat desa lompad ada 
beberapa masyarakat yang kurang puas atas kebijakan pemerintah khususnya pemerintah desa 
lompad dalam pelaksanaan pemanfaatan dana desa dalam pembangunan, hal ini seperti yang 
dikatakan oleh Bpk. M. K. yang mengatakan ; 
“Pelaksanaan pembangunan yang di danai dana desa di desa lompad pada dasarnya menurut saya 
sudah berjalan cukup baik dilihat dari hasil yang ada, akan tetapi masukan dari saya saja kalau 
bisa masyarakat jangan hanya di ikutsertakan dalam pelaksanaan pembangunannya saja tetapi di 
masukan juga sebagain pengawas agar kami sebagai masyarakat bisa mengawasi terus tentang 
penggunaan atau pemanfaatan dana desa yang ada di desa Lompad”. 
Berdasarkan hal tersebut pada tahapan pelaksanaan pengelolaan dana desa di Desa 
Lompad, hasil penelitian menunjukan bahwa dalam tahapan pelaksanaan Pengelolaan Dana 
Desa ini, dari setiap pembangunan desa yang dilakukan dapat terselesaikan dengan baik 
sehingga pencapaian tujuan pemanfaatan Dana Desa yang dilakukan di Desa Lompad lumayan 
cukup efektif. Dengan demikian tahapan pelaksanaan pemanfaatan Dana Desa dalam 
meningkatkan pembangunan di Desa Lompad berjalan dengan baik, akan tetapi walaupun 
proses pembagunan berjalan dengan baik namun tahapan pelaksaan ini harus melibatkan 
masyarakat sebagai tim evaluasi atau tim pengawas dari setiap kegiatan yang di adakan oleh 
pemerintah desa. 
 
C. Efeektifitas Dilihat Pertanggungjawaban  
Pertanggungjawaban pemanfaatan Dana Desa merupakan bentuk konsekuensi atas 
penggunaan dana publik yang dipercayakan kepada pemerintah desa. pertanggungjawaban 
disampaikan dalam bentuk pelaporan hasil pelaksanaan pengelolaan Dana Desa. Pelaporan 
dilakukan setiap bulan (Laporan Berkala) dan setiap akhir tahun (SPJ) dan dilaksanakan secara 
struktural dari Kepala Desa kepada Camat, kemudian oleh Camat diteruskan Kepada Bupati. 
Namun dalam pelaksanaannya, pertanggungjawaban Dana Desa pada desa-desa dilakukan 4 kali 
dalam tahun yakni pada saat untuk pencairan Dana Desa tahap selanjutnya dan tahun 
selanjutnya bahkan pada awal di implementasikan program Alokasi Dana Desa 
pertanggungjawaban hanya dilakukan pada akhir tahun. 
Berdasarkan penelitian bahwa telah terjadi pertanggungjawaban secara langsung 
kepada masyarakat. Hal tersebut terjadi karena ada transparansi atau keterbukaan oleh 
pemerintah desa sebagai pengelola Dana Desa kepada masyarakat dalam bentuk informasi  
penggunaan dana Alokasi Dana Desa. Analisis tersebut juga didukung oleh kenyataan bahwa 
pelaksanaan kegiatan fisik yang didanai Alokasi Dana Desa diserahkan kepada kepala dusun 
atau perangkat desa, sedangkan sebagian besar menginformasikan kepada masyarakat tentang 
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dana yang diterimanya. Hal tersebut dikarenakan pemerintah desa harus 
dipertanggungjawabkan secara langsung kepada masyarakat dan Badan Permusyarawatan Desa 
serta pelaksanaan Alokasi Dana Desa harus dilakukan secara Partisipatif, Transparan, dan 
Akuntabel. Mengenai hal tersebut dari hasil wawancara dengan kepala desa Lompad, beliau 
mengatakan ; 
“Mengenai tahapan pertanggungjawaban dana desa kami pemerintah desa khususnya saya selaku 
kepala desa, selalu mengintruksikan kepada seluruh jajaran aparatur desa agar selalu terbuka 
kepada masyarakat atas penggunaan dana desa yanag ada, agar kedepan tidak ada yang 
mempertanyakan mengenai penggunaan dana desa yang ada”. Beliau juga menambakan bahwa : 
“Dalam mempertanggungjawabkan setiap kegiatan pembangunan yang menggunakan dana desa 
tentunya kami mempertimbangkan dengan waktu dalam penyelesaian suatu kegiatan 
pembangunan, dan dapat di lihat bahwa dalam penyelesaian pembangunan yang ada telah sesuai 
dengan waktu yang direncanakan begitujuga dengan biaya yang di anggarkan dalam 
pembangunan masih terdapat dana yang tersisa sehingga kami pemerintah desa 
mempergunakannya dengan kegiatan pemberdayaan masyarakat. 
Hal tersebut senada dengan yang dikatakan bendahara desa lompad yang mengatakan 
bahwa ; 
“Kami pemerintah desa selalu bertanggungjawab akan setiap dana yang masuk dan keluar, kami 
selalu menginformasikan kepada masyarakat mengenai dana yang masuk begitujuga dengan  
membuat laporan atas dana-dana yang keluar yang bersumber dari dana desa”. 
Berdasarkan hal tersebut tahapan pertanggung jawaban Pengelolaan dana Desa di Desa 
lompad, dari hasil penelitian menunjukan bahwa tahapan pertanggung jawaban sudah cukup 
efektif, dimana penyusunan Laporan Pertanggungjawaban (LPJ) yang disusun oleh Pemeintah 
Desa Lompad dengan baik dan rinci, dan sesaui dengan dana desa yang terima dan kelola desa 
Lompad. Maka tahapan petanggung jawaban yang dilakukan oleh pemerintah Desa Lompad 




Efektifitas pemanfaatan Dana Desa jika dilihat dari proses perencanaan, maka dapat 
dikatakan bahwa pemanfaatan Dana Desa dalam meningkatkan pembangunan di Desa Lompad 
cukup efektif dimana dilakukan dengan melihat proses musrembang desa untuk membahas 
rencana kegiatan penggunaan anggaran dana desa serta bagaimana proses pengelolaan dana 
desa, dimana dalam tahapan perencanaan ini di ukur dengan jumlah pihak yang berpartisipasi 
masyarakat dalam proses musrembang desa. Dari tahapan pelaksanaan pemanfaatan Dana Desa 
ini, dari setiap pembangunan desa yang dilakukan dapat terselesaikan dengan baik sehingga 
pencapaian tujuan pemanfaatan Dana Desa yang dilakukan di Desa Lompad lumayan cukup 
efektif. Dan sisi pertanggungjawaban juga dapat dikatakan sudah cukup efektif, dimana 
penyusunan Laporan Pertanggungjawaban (LPJ) yang disusun oleh Pemeintah Desa Lompad 
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